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SINTA 



LATAR BELAKANG 

   [ 

Istilah "Judicial Activism" pertama kali muncul melalui Mahkamah Agung Amerika 
Serikat dan diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947. Judicial Activism 
merupakan konsep dimana hakim secara aktif melakukan penafsiran hukum untuk 
menciptakan perubahan sosial. Selain di negara-negara Anglo-Saxon, Judicial Activism 
juga lazim terjadi di negara-negara dengan sistem hukum campuran, Seperti di Indonesia 
juga mengunakan konsep Judicial Activism.  
 
Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi seringkali menggunakan pendekatan judicial 
activism, dimana hakim mengambil posisi yang lebih proaktif dalam merespons berbagai 
isu hukum dan sosial. Pendekatan ini terlihat dalam berbagai putusan yang tidak hanya 
menafsirkan undang-undang tetapi juga mengubah atau menambah norma untuk 
mencapai keadilan substantif. 



LATAR BELAKANG  

   [ 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memberikan dampak yang cukup signifikan 
terhadap sistem ketatanegaraan dan relasi kekuasaan di Indonesia, terutama terkait dengan konsep 
independensi lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung. Dimana dalam putusan ini yang 
menyatakan bahwa Jaksa Agung tidak boleh menjadi anggota partai politik atau setidaknya telah 
mengundurkan diri selama 5 tahun sebelum menjabat, putusan ini menghadirkan dimensi baru dalam 
upaya menjaga integritas dan netralitas jabatan Jaksa Agung dari pengaruh politik. 
 
Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana teori judicial activism digunakan oleh hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan putusan, khususnya pada kasus Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau putusan 
tersebut dalam perspektif filsafat realisme hukum.  



STATE-OF –THE-ART 

Aging Farmer 

   [ 

• Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Kharisma dalam karyanya yang berjudul Eksistensi Judicial 
Activism dalam Praktik Ketatanegaraan oleh Mahkamah Konstitusi, Judcial Activism telah diterapkan di 
berbagai negara untuk mendukung tercapainya keadilan substantif dalam berbagai kasus. Di Indonesia 
hakim konstitusi melalui pelaksanaan judicial review, telah berkontribusi dalam menyelesaikan 
permasalahan hukum dalam praktik ketatanegaraan (Hasanah dan Kharisma, 2022).  
 

• Veris Septiansyah et al, mengungkapkan bahwa judicial activism yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi telah berhasil mengidentifikasi perbedaan substantif antara Perkara Nomor 143/PUU-
XXI/2023 dan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023, mengisi kekosongan hukum, dan memulihkan hak-
hak konstitusional para pemohon (Septiansyah et al. 2024).  
 

• Riris Ardhanariswari dan timnya menekankan bahwa Judicial Activism, seperti yang dipraktikkan di 
Mahkamah Konstitusi, didukung oleh independensi peradilan yang memiliki kewenangan otoritatif. 
Praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip doktrin hukum progresif yang tidak hanya mengedepankan 
pentingnya kodifikasi ketentuan hukum, tetapi juga mendorong inovasi hukum untuk mencapai 
keadilan. Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi dianggap penting dalam memperkuat prinsip 
checks and balances (Riris Ardhanariswari et al, 2023). 
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Method Research 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, Penelitian   sosio-legal   mengkaji keterkaitan 

fenomena sosial dan hukum, atau mengeks-plorasi  aturan, dan  proses  informal  yang  

menghasilkan  legalitas bagi aktor dan institusi yang terlibat dalam pelaksanannya. Secara khusus, 

penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan teori judicial activism yang merupakan terobosan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXII/2024. 

 

 Metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap teks-teks hukum, 

termasuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan, yang dianalisis secara 

kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya bagi subjek hukum.  Penelitian ini mengumpulkan 

data dengan menggunakan metode observasi, meneliti keputusan melalui dokumen tertulis atau 

data sekunder lainnya. 



4 

5 

1 

Discussion 

1 Legal realism philosophy 

• Judicial Activism adalah sebuah konsep di 
mana hakim atau pengadilan mengambil 
peran yang lebih aktif dalam membuat 
keputusan yang melibatkan interpretasi 
hukum, seringkali dengan 
mengesampingkan peraturan atau kebijakan  
yang disahkan oleh legislator.  

• Aharon Barak, dalam bukunya "Judge in a 
Democracy," menggambarkan judicial 
activism sebagai bentuk "diskresi peradilan." 
Menurut Barak, ini terjadi ketika pengadilan 
harus menangani masalah kompleks yang 
tidak diatur secara memadai oleh hukum 
formal.  

• Oliver Wendell Holmes Jr. dan Karl Llewellyn adalah 
pendukung utama aliran ini. Mereka berpendapat 
bahwa hukum tidak hanya berasal dari undang-undang 
tertulis, tetapi juga dari bagaimana hakim 
menerapkannya dalam konteks sosial yang dinamis. 

• Dalam kerangka Realisme Hukum, ada penekanan 
bahwa undang-undang sebagai produk legislator 
hanyalah langkah awal dalam sistem hukum.  

• Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa pembuat 
undang-undang adalah bagian dari masa lalu, 
sementara hakim terus hadir sepanjang sejarah untuk 
menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan 
konteks zaman.  

• Oleh karena itu, hakim memegang peran sentral sebagai 
penafsir utama konstitusi dan pelaksana kewenangan 
judicial review, yang memungkinkan hakim untuk 
menciptakan hukum baru (judge-made law) melalui 
preseden dan keputusan. 

2 Judicial Activism 
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Discussion 

3 Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XXII/2024 

• Pemohon dalam perkara ini, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, S.H., mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. 
Permohonan ini diajukan karena Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut dinilai bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

• Pemohon menilai syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 20 UU Kejaksaan tidak cukup 
untuk menjamin independensi dan netralitas Jaksa Agung sebagai lembaga penegak 
hukum.  

• Salah satu tuntutan dalam permohonan ini adalah adanya penegasan hak prerogatif 
presiden dan pembatasan keterlibatan calon Jaksa Agung dalam partai politik, demi 
menjaga independensi Kejaksaan. 
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Judicial Activism Constitutional Court In Decision Number 6/PUU-XXII/2024 

 

• Namun demikian, meskipun Presiden 
memiliki hak prerogatif, MK menegaskan 
bahwa kekuasaan tersebut tetap dibatasi 
oleh mekanisme checks and balances 
untuk menghindari dominasi absolut 
Presiden 

• Alasan ini sejalan dengan filsafat realisme 
hukum, di mana para hakim menafsirkan 
ketentuan hukum dengan penekanan 
pada penerapan hukum yang fleksibel dan 
pragmatis, untuk memastikan bahwa 
hukum tidak membatasi dinamika sosial, 
politik, dan ekonomi yang terus 
berkembang.  

•Pertama, Mahkamah Konstitusi melihat 
Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan 
eksekutif yang memiliki kewenangan 
penting dalam menegakkan hukum. 

 
• (3.14.2) pengangkatan dan pemberhentian 

Jaksa Agung merupakan bagian dari hak 
konstitusional Presiden yang dikenal 
dengan istilah hak prerogatif atau hak 
khusus yang bersifat mandiri dan diberikan 
oleh konstitusi dalam ruang lingkup 
kekuasaan pemerintahan.  
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Judicial Activism Constitutional Court In Decision Number 6/PUU-XXII/2024 

 

• Sementara itu, calon Jaksa Agung yang 
sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung 
merupakan anggota partai politik, cukup 
mengundurkan diri dari anggota partai 
politik untuk diangkat sebagai Jaksa 
Agung.  

• Pertimbangan Mahkamah Konstitusi 
terkait putusan 6/PUU-XXII-2024 sejalan 
dengan filsafat realisme hukum, yang 
menyatakan bahwa hukum tercipta 
melalui putusan pengadilan. Dalam 
perspektif realisme hukum, peran hakim 
menjadi lebih luas dan strategis. 

• Kedua, terkait dengan Jaksa Agung dan 
partai politik (yang berafiliasi), Mahkamah 
berpendapat bahwa jabatan Jaksa Agung 
menuntut independensi dan netralitas dalam 
menjalankan tugasnya, sehingga Jaksa Agung 
harus bebas dari afiliasi partai politik.  

• terkait dengan permohonan Pemohon, 
menurut Mahkamah, syarat telah keluar dari 
partai politik selama 5 (lima) tahun sebelum 
diangkat menjadi Jaksa Agung, harus 
diberlakukan terhadap calon Jaksa Agung 
yang sebelumnya merupakan pengurus 
partai politik.  
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Conclusion 

Putusan MK No. 6/PUU-XXI/2024 menyoroti dua elemen utama judicial activism yang diterapkan oleh 

Mahkamah Konstitusi terkait independensi Kejaksaan dan netralitas Jaksa Agung dari afiliasi partai politik, 

Pertama, terkait independensi Kejaksaan, Mahkamah menegaskan bahwa meskipun Kejaksaan berada di 

bawah kekuasaan eksekutif dan Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan 

memberhentikan Jaksa Agung, namun Kejaksaan tetap harus menjalankan fungsinya secara independen 

dalam penegakan hukum. Mahkamah menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan melalui prinsip 

checks and balances, sehingga kekuasaan eksekutif tidak mendominasi fungsi penegakan hukum. Hal ini 

sejalan dengan aliran realisme hukum yang menekankan bahwa hukum harus mengikuti dinamika sosial 

dan politik, serta berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan kekuasaan secara adil.  

Kedua, mengenai netralitas Jaksa Agung dari partai politik, Mahkamah menegaskan bahwa calon Jaksa 

Agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik harus melepaskan afiliasinya sekurang-

kurangnya lima tahun sebelum dilantik, untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu 

profesionalitas dan kemandirian Kejaksaan. Mahkamah membedakan antara pengurus dan anggota partai 

politik, dimana pengurus memiliki keterikatan yang lebih kuat dan oleh karena itu perlu diberikan batasan 

waktu yang lebih ketat. Hal ini sesuai dengan realisme hukum yang menyatakan bahwa hakim tidak hanya 

sebagai pelaksana undang-undang tetapi juga sebagai pembuat undang-undang.  



Thanks 

for your attention 
Terimakasih  


